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a.

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR & TAHUN 20141
TENTANG
FPAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" GUBERNUR RIAU,
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah

Provinsi Riau yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa bérda_sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,

periu membeniuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Undang-Undang Momor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swantantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 1646} ;

Undang-Undang Nemor 19 Tahun 1897 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1997 Nomer
42, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3686} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tzhun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik tndonesia Nomor 3887) ;

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonegsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNegara
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor &, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



.. 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negara Repubiik ndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 44338) ;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentvan Umum
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

10.Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 ¢ntang Pajak Daerah dan
Retribusi Caerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Nomor
5049) ; :

11.Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (lembaran negara Republik Indonesia Nomor 82,
tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5234)". :

12.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4049) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 fentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4050) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Balk Penanggung Pajak dan

. Pemberiaan Ganti Rugi dalam rarigka Penagihan Pajak dengan Sural
Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota sebaga. daerah otonom {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republrk Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 89 tahun 2010 tentang Pembenan Dan
Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Refribusi Daerah{ Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomer 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161) :



17. Peraturan Pemerintah. nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah -

~ yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri

~ oleh - wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor |
5179)". - it 5

18. F'erat.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Beniuk Produk Hukum Daerah; .

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
- Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

_ 20.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau
{ Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2) ;

'Deﬁganr F'ersétujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

dan
_ GI.I_BERMUR RIAL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PAJAK DAERAH
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10.

BAB I
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

‘Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Provinsi Riaw.

Pemerintah Daerah adalah Guberiur :dan 'Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. L ;

Kepaia Daerah adalah Gubernur Riau.

- Pejabat berwenang adalah Mernteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah.
Feraturan Kepala Daerah adaiah Peraturan Gubernur Riau,
Keputusan Kepala Daerah adalah’ Kephtusar Gubemur Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinst Riau.

" Dinas PEndapatan selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapsatan Provinsi

Riau.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan
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perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperiuan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang darvatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

.melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perserpan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau -
Dasrah dengan nama dal dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,

" Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau

12.

13,

14.

14.

16.
~ bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara perrmanen.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,

23.

Organisasi yang sejenis Lembxaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.

Pajak - Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguagaan
kendaraan bermotor .

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih  heserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan d igerakkan oleh peralatan
teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendarzan bemotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat. besar yang.dalam operasinya menggunakan roda
dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor Umum adalah sefiap kendaraan bermator yang dipergunakan untuk
pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang vang dipungut bayaran ;. '

Kendaraan Bermotor Bukan Umum. adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki
danfatau dikuasai dipergunakan uniuk: erang pribadi, badan, Kementerian/Lembaga
Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat / Daerah. '

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar adalah alat-alat yang dapat

Bea Bakk Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian.dua.pihak.atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar menukar; hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan
usaha. . Hxw o= sE ;

Kepemilikan adalah hubungan hg_jkurn_ anté'r_a orang pribadi atau badan dengan keridaraan
bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumien yang sah
termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang
pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan
yang berigku. L R

Penyerahan Ksndaraan Bermotor adalah pengalihan hak * milik kendaran bemotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atay keadaan yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau
pemasukan ke dalam badan uszha. : :

Pajak ‘Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor, :

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair maupun gas
yang dipergu_nakan untuk kendaraan bemotor.

Pajak Alr Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau peménfaatan air
permukaan. - '

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasui air
faut, baik yang berada di faut maupun di darat : ;

Wajib Pajak adafah. orang pribadi :atay badan yang menurut ketentuan peraturan
pgrundanghundangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak



. 28

.27,

28.

yang ferutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;

'_Masa Féjak a::iéiah jangka waktu yang -:Iamanya sama dengan satu butan talmiim atau
_jangka wakiu lain yang ditetapkan gengan Keputusan Kepala Daersh

Téhun Pajak'adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu
lain, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tabun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim. :

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data ubjék, subjek

_ pajak dan penantuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan

29.

30.

31.

- 32.

33.

35.

36,

37.

38,

39..

pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak
dan Tahun Pajak atau daiam bagian tahun pajak berdasarkan Peraturan Daerah untuk -
masing-masing jenis Pajak Daerah.

Surat Pemberitshuan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SPTPD adaiah surat
pembetitahuan dari Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danfatau
pemnbayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objék pajak dan/atau harta dan kewajiban
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yahg selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan Wejib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokek pajak.

Surat Ketetapan-Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adaiah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumiah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar. : '

. Swrat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT adalah surat ketatapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan. s mid o =

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih, Béyar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adatah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada. pajak yang terutang atau tidak seharusnya
teratang. - o _ o

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak pokok sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak terutang .dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah suraf keputusan

‘yang membetulkan kesalahan fulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam

penerapan keteniuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daersh, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak
Daerah. : ' o

Surat Keputusan ‘Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Retetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan



Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap
pemotongan atau pemungutan cleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- - 4D Surat Pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan' yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumiah harga perclehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi-
pada setiap tahun Pajak terakhir. ;

BAB Il
JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor ;

b, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

¢. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Barmotor :
d. Pajak Arr Permukaan - Sl Ui

BABUI
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama Pajak

Pasal 3

Dengan Nama"Péjak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor, ' :

Bagian Kedua
Objek Pajak

Pasal 4

(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor,

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua

. jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor
- B8 GT (Gross Tonage) sampai dengan 7 GT (Gross Tonags). B

(3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah :
a, kereta api ; .
b. kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk perfahanan dan



keamanan negara ;

¢. kendaraan bermotor yang dimilki danfatau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakiian
negara asing. dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang
memperoleh fasiltas pembebasan pajak dari pemerintah : .

d. pabrikan atau importiv yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak
untuk dijual.

Bagian Ketiga
Subjek Pajak

' Pasal 5

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki
dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor baik Umum maupun Bukan Umum.

(2) Wajib' Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang . pribad] atau Badan yang memiliki
Kendaraan imum balk Umum maupun Bukan Umum

_ Bagian Keempat -
Dasar Pengenaan Pajak

. Pasal &

(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dar 2 {dua)
-+ unsur pokok : : : :
a. Nilai Juat Kendaraan Bermotor ; dan
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencernaran -
Tlingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat
. berat dan-alat-alat besar serta kendaraan di atas air. dasar pengenaan pajak kendaraan
bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

(3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-fakior :
a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat
kendaraan bermotor ; T :

b. jenis bahan bakar kendaraan bermaotor yang dibedakan menurut solar, premium, gas,
listrik, terraga surya, atau jenis bahan bakar lainnya ; dan, ,

¢. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang
dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi slinder. :

(4) Bobot sebagaimana dimakstid ‘pada ayat (1) huruf b. dinyatakan dalam koefisien yang
nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut :

a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan danfatau pencemaran
fingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam
 batas toleransi ; dan - '

b. Koefisien lebih besar dari 1 (safu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut
dianggap melewati batas toleransi. ;

(5) Nilai Jual Kendaraan Be'rmctur'dite'ntukan hé'rdasarkan'Harga Pasaran Umum atas suatu
kendaraan bermotor,



. (8} Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5} adalah harga rata-rats yang
dipercleh dari berbagai sumber data yang akurat. 3

t?}_ Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapl_can'
- berdasarkan Harga Pasaran- Umum pada minggu pertama Desember tahun pajak
sebelurmnya.

(8) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas, suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai
- Jual Kendaraan Bemotor dapat difentukan berdasarkan. sebagian atau seluruh faktor-
faktor : C :
. harga kendaraan bermotor dengan isi slinder danfatau satuan tenaga yang sama ;
b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi ;

4]

¢. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama ;

d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan hermotor yang sama ;

e. harga kendaraan bermetor dengan permbuat kendaraan bermotor ;

f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis ; dan

g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PiB}.

(8) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3}, ayat (4}, ayat (5), ayat (8), ayat (7}, dan ayat (8) dinyatakan
dalam suatti tabe! yang ditetapkan cleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.

(10)Penghitungan dasar pengen_&_ﬁan. Pajak Kendaraan E'ermntcr sebagaimana dimaksud pada
ayat {9) ditinjau kembali sefiap tahun, -

(11)Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel yang telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9}, Kepala Daerah -
menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dengan Keputusan
Kepala Daerah.

Bagtan Kelima
Tarif Pajak

- Pasal 7

(1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umurmn {pribadi} dihitung secara progresif dan
ditetapkan sebagai berikut : _ o _ .
a. Untuk kepemilikan kendaraan ‘bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima
- perseny; -

b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen). :

C. 'Uniuk kepemilkan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% {dua koma lima
persen).. : ) ; : '

d. Untuk kepemiikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga
persen).

(2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam kehakaran, lembaga
- sosial keagamaan, pemerintah pusatipemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan
sebagai berikut: - : ' ' -
a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen) :
b, kendaraan bemotor ambulans sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) ;
- ¢. kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima puluh
persen) ;



- d. kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan sebesar 0,75% (nol koma tujuh
puluh lima persen) ;

e. kendaraan bermotor pemerintah pusat/pemerintah dasrah dan TNI/Poli scbesar

0,75% {nol kema tujuh puluh lima perseri). E

“(3) Tarif Pajak Kendaraan Bemmoor alat-alat berat dan -alat-alat besar ditetapkan sebesar
0,20% (nol koma dua puluh persen). '

{4) Kepemilikan kendaraan bemmotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : :
a. penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas
nama dan/atau alamat yang sama : dan :
. b. penghitungan progresif terhadap kepemilkan kendaraan bermotor yaitu terhadap
kepemilikan lebih dari 1 {satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan
kepemilikan lebih darf 1 (satu) kendaraan bermotar roda dua dan roda tiga.

Bagian Keenam
Penghitungan Pajak Terutang
Pasal &
Eesarnyél pokok F‘ajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara ﬁ1&ngalfkan

tanf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat {3), dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ' :

Bagian Ketujuh
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Fasal 9

(1} Pajak Kendaraan Bemotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturyt-
turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bemmotor.

(2) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.:

(3) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.

(4) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) masa
pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang
sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

_ Bagian Kedelapan
-Alokasi Dalam APBD
Pasal 10
Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit diaiokasikan 10% {sepuluh

persen) untuk peningkatan sarana dan prasarana jalan serta peningkatan moda transportasi
umum. : .



BAB IV
- BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagiﬁ_r_j Kesatu
Nama Pajak

Fasal 11

- Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan "Ben-nntc-r dipungut pajak atas penyerahan
kepemilikan kendaraan bermotor. :

Bagian Kedua
Objek Pajak

Fasal 12

(1) Objek pajak Rea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan
kendaraan bermotor. :

{(2) Temasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah kendaraan bermotor berada beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua
jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dicperasikan di air dengan ukuran isi kotor &
GT {Gross Tonage} sampai dengan 7 GT (Gross Tonage).

(3} Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
agalah :
.a. kereta api ;
b kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan
. hegara ; : .
c¢. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

(4} Penguasaart Kendaraan Bermotor melebihi 12 {dua belas) bulan dapat dianggzp sebagai
_penyerahan, '

(5) Penguasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk
‘penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. ' '

(6) Termasuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pemasukan kendaraan bermctar dari luar negeri dipakai secara tetap di
Indonesia, kecuali ;

untuk dipakai sendiri cleh pribadi yang bersangkutan ;

untuk diperdagangkan ; N

untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;

dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga beraraf.

internasional. :

Do oTw

(T Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ajrat (6) hurut ¢ tidak berlaku apabila selama 3
(tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
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Bagian Ketigé
Subjek Pajak

Pasal 13

(1} Subjek Pajak Bea Ballk Nama I{endaraan' -Eeﬁﬂutnr adalah créng pribadi.atau Badan yang
dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermoter baik Umum maupun Bukan Umum

(2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang
menerima penyerahan Kendaraan Benmotor baik Umum maupun Bukan Umum.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 14

{1}Dasar pengenaan . Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nikai Jual Kendaraan
Bermotor. ' :

(2) Nilai Jual Kendaraan Benmotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipercleh
berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu keidaraan bermotor. '

' Kendaraan Bemmotor ditentukan berdasarkari faktor-faktor :
a. isi silinder dan/atau satuan daya kéndaraan bermotor
b. penggunaan kendaraan bermotor;
¢. jenis dan fype kendaraan bermotor :
. d. merek kendaraan bermotor ; _
e. tahun pembuatan kendaraan berrnotor ;
f. berat total kendaraan benmotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan :
g. dekumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. :

{3 Dala_hﬁ hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual

{4) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabe! yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang beriaku

{5) Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum tercanturn dalam
tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku, Kepala Daerah ‘merietapkan dasar pehgenaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan Keputusan Kepala Daerah.

{6) Dasar pehgenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermmotor sebagaimana dirmaksud pada ayat

(0} ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dafam Negeri setelah mendapat perimbangan
dari Menteri Keuangan. '

Bagian Kelima
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Berm_utur
F’asa_l 15

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bgmmotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar
10% (sepulub persen). - .
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- (2} Tarif Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor atas penyerghan kedua dan selanjutnya
. ditetapkan sebesar 1% (satu persen),

_ (Ejl Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena hibah dan warisan
- - . ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma safu persen);

(4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bemmotor Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor
alat-alat berat dan alat-alat masing-masing ditetapkan sebagai berikut °
a. penyerahan pertama sebesar 0,75 % {hol koma tujih puluh lima persen)
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima
perser).
¢. penyerahan karena hibah dan warisan sebesar 0,0075 % (nol koma nol nol tujuh puluh
lima persen). '

: Bagian Keenam
Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 16
Besaran Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- Bagian Ketujuh
Masa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 17
Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan

Kendaraan Bermotor dalam jangka- waktu paling lambat-30 (figa puluh) hari kerja sejak saat
~ penyerahan. -

 Bagian Kedelapan
Saat Terutang Bea Balik- Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 18

Bea Balik N'ama Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor.

Bagian Kesembilan
Pendaftaran

- Pasal 19
{1} Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan

kendaraan bermoter dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh} hari sejak saat
penyerahan. : B
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. (2) Penyerahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

(3) Crang pnba.d.l atau . badan yang menyerahkan kendaraan bermotor berkéwajiban'_ :
' melaporkan secara tertulis penyerahan fersebut kepada Kepala Daerah atau pelahat yang
ditunjuk dalam jangka waktu 30 ({tiga puiuh) hari sejak penyerahan.

{4) _Wajlb Paiak Bea Balik Narma Kendaraan Bermotor yang tidak mematuhi waktu yang telah
. ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat {1) dapat dikenakan sanksi berupa denda
_yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala-Daerah.

{5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3} paling sedikit berisi :
a, nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan ;
- 'b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan ;
c. nomor pclisi kendaraan bemmotor ;
d. lampiran fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermoator ;
&. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

BAB V
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Na ma Pajak

5 FPasal 20
Dengan nama - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ben‘nutﬁr dipuhgut pajak atas setiap
penggunaan hahan bakar kendaraan bermotor.
- ‘Bagian Kedua
Objek Pajak
F'asal 21
(1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor
yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan

bakar yang digunakan untuk kendaraan dt a|r

(2) Bahan Bakar Kendaraan Eermutqr sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} adalah semua
jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Subjek Fajak

* Pasal 22

{1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah kensumen Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.

- {2) Wajitb Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadl atau Badan yang

menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bakk Kendaraan Bermotor Umum
maupun Bukan Umum.
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(3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotnr dilakukan oleh penyedia bahan
bakar kendaraan bermotar,

{4) Penyedia ba’han& bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah -

produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk duual maupun
digunakan sendiri.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 23
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemmotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kelima
Tarif Pajak
Pasal 24

(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor subsidi ditetapkan sebesar 5% (lima
persen).

(2) Tarf Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoter non subsidi ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen).

(3} Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berubah apabila pemerintah mengubah
tarif sesual dengan ketentuan parundangan.
Bagian Keenam
Penghitungan Pajak Terutang
Pasal 25
Besarnya -pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dlmaksud Pasal 23 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada paszal 24.
Bagian Ketujuh -
Masa Pajak
_ Pasaf 26

Masa Pajak adaf ah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim
sebagai dasar untuk menghitung besamya pajak yang terutang. '
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Bagian Kedelapan
Saat Pajak Terutang

Pasal 27

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Een'notor” terufang pada saat penyerahan bahan bakar
kendaraan bermotor kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk

kendaraan di air dan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada
ingustrifperusahaan.

BAB VI
PAJAK AIR PERMUKAAN

. Bagian Kesatu
‘Nama Pajak

Pasal 28
Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Permukaan. .

Bagian Kedua
Objek Pajak

Fasal 29
(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah penéambilan danfatau pemanfaatan Air Permukaan.
{2) Dikecualikan dan Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan

Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan

-fakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga |
Subjek Pajak
Pasal 36

(1} Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan
pengambilan dan/atau pemanfzaatan Air Permukaan.

{2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah c-rang prinadi atau badan yang mefakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Keempat
Dasar Pengenaan Pajak
_Pasal31

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
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(2) Nilai Perclehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam:

_fupiah yang dihitung dengan memperfimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor
berikut - : '

. Sumber air ;

. lokast sumber alr ;

tujuan pengambilan danfatau pemanfaatan air :

. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan :

. kualitas air ; '

|luas areal tempat pengambitan dan/atau pemanfaatan air ;

. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan  danfatau

pemanfaatan air. ;

QP oo

(3) Penetapan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana .
dimaksud ayat {2) khusus industri, berdasarkan hasil alat ukur volume air yang terpasang

;[4} Pengadaan dan pemasangan Alat ukur volume air dibebankan kepada wajib pajak,

(5) P?engadaan dan ‘pemagangan Alat ukur volume air sebagaimana dimaksud ayat {4), |
dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(6) Alat ukur volume air yang telah dipasang oleh wajib pajak disegel cleh Pemerintah
Daerah. : ' A

(7) Besarnya Nilai .Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Képala Daerzh.
Bagian Kelima
Tarif Pajak
Pasal 32
Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Bagian Keenam
Penghitungan Pajak Terutang
Pasal 33
Besarnya Pokok Pajak Air Femilkaan yang ‘terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 31 ayat (1).

Bagian Ketujuh
. Saat Pajak Terutang
Pasal 34

Pajak Air Permukaan terutang sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
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Bagian Kedelapan
Masa Pajak

Pagal 35
¥ -‘Masa Pajak adatah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim
- sebagai dasar untuk menghitung besamya pajak yang terutang. '
BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
| Pasal 36

Wilayah pemungutan di wifayah Provinsi Riau.

: - BABVII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 37

(1) Pemungutan péjak dilakukan oleh Pejabat dibidang perpajakan daerah sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat dibidang perpajakan daerah dapat melakukan peniagihan pajak terhadap wajib
pajak.

{3) Péejabat dibidang perpajakan daerah harus mealakukan pengawasan ferhadap kepatuhan
Waljib Pajak dan penyetoran pajak ke Kas Daerah .

(4} Ketentuan dan tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1), {2) dan (3) diatas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1} Pengawasan dalam bentuk verifikasi terhadap waijib pajak dapat dilakukan secara reguler
dan dilaporkan kepada pengawas fungsional.

{2) Tim Verivikasi dibentuk oleh Kepala' daerah yang dapat beranggotakan SKPD terkait
danfatau unsur-unsur pengawas fungsional seita DPRD. :

- {3y Tata cara dan syarat pembentukan Tim: Verivikasi sebagaimana dimaksud ayat 2
' ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah, :
. Pasal 38

(1) bagi wajib pajak yang tidak patuh ferhadap hasil verivikasi, Kepala Daerah dapat
membentuk juru sita pajak daerah. :

{2) Tata cara dan syarat pembentukan juru sita pajak daerah dan pelaksanaannya
sebagaimaria dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dagrah,
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~ Pasal 40

. {-1} PEm'ungutan_pajak 'dilara_ng diberangkan. _
" {2) Sefiap wajib pajak membayar pajak yang ferutang berdasarkan surat ketetapan pajak.

atau dibayar sendiri oleh Waijib Pajak berdasarkan peraturan psrundang-undagan
perpajakan. :

| (3} Jenis pajak yang memenuhi kewajiban_ perpajakan berdasarkan ketetapan Kepala Daerah.

adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Psjak Air
Permukaan.

{4) Jenis pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pésal 41

'_[1} Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala

Dzerah dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,

| (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis

dan nota perhitungan.
" Pasal 42

Wajib pajék yang-memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar berdasarkan SPTPD,
SKPDKRB, dan/atau SKPDKBT. :

Pasal 43

(1) Dalam jangka waktu 5 (ima) tahun sesudah saat ter-utang.nya pajak, Kepala Daerah dapat

- menegrhitkan. ; . =
a. SKPDKB dalam hal:
- 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan fain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar;

2. jka SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; © ;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara

- jabatan, % e CRCTR

- 4. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semuia belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumiah pajak yang terutang.

5. SKPDN jika jumlah pajzk yang terutang sama besarnya dengan jumnlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. ' :

Pasal 44

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan diatur dengan Feraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SPTPD dan penerbitan SKPDKR,
SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Kepala Daerah.
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Pasal 45

{1) Kepala Daerah dapat menerbltkan STPD jlka
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dlbayar s O
* b. Dari hasil penelitian’ SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sehagai akibat salah
- tulis dan/atau salah hitung; dan
< Wajlb pa;ak dlkenakan sanksi adminigtratif berupa bunga.dan/atau denda.

{2} Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) buruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya
~ pajak.

(3} SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 46

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5
flima) tahun terhiung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindaklp_idana di bidang perpajakan daerah. -

(2) Kedaluarsa penagihén pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat paksa; atau
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baii langsung maupun fidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teg.uran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hunuf a, kedaluarsa penagnhan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

{4}'.Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b :
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Dagrah.

(5} Pengakuan hutang secara tidak fangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b

dapat diketahui dari pengajuan permohionan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. -

Pasal 47

{1) Piutahg pajak danfatau Retribusi yang tidak mungkin ditagin lagl karena hak untuk
melakukan penaglhan sudah kedaivarsa dapat dikapuskan,

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Pajak danfatau Retribusi
Provingi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3} Tata cara penghapusan plutang pajak dan/atau Refribusi yang sudah kedaluarsa diatur
- oleh Kepala Daerah.
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|  BABIX |
TATA CARA PEMEUKUAN DAN PELAPORAN

. Pasal 48

(1) Pejabat dibidang perpajakan dasrah harus melakukan pembukuan dan pelaporan Pajak
Daerah. 3 . : :

{2y Pembukuan dan Pelaporan Féjak Dacrah disampaikan cleh Pejabat dibidang Pajak
Daerah kepada Kepala Daerab.

(3).Tata cara dan ketentuan pembukuan dan pelaporan Fajal: sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 48

{1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Waijib Pajak
dapat mengajukan permohanan pengembalian kepada Kepala Daerah. '

(2) Ketentuan dan tata cara pengembalian kelebihan ‘pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
_ ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 50

" {1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan

SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

. kesalahan hitung danfatau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
"~ perpajakan Daerah,

(2} Kepala Daerah dapat : ;
a.  Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilaian Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya ;
b. ‘Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar,

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Daerah. '
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. BAE Xl
- TATA CARA_PEMERIKSMN DAN PENYEGELAN

Pasal 51

- .{1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk -
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2} Képala Daerah atau pejabat yang difunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau
ruangan-tertentu, apabila :
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(2} ;

b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu
atau dipalsukan.

{3) Ketentuan. dan Tata cara pemeriksaan dan penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan (2) diatas berdasarkan peraturan dan keteniuan yang beraku dan diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah, .

T BAB Xl
PENGHAPUSAN FPIUTANG PAJAK _

Pasal 52

- {1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5
(fima} tahun ferhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apablla Wajib Pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah

(2) Kedaluwarsa penagifian pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tertanggung apabila:
a. diterbitkan surat teguran danfatau surat paksa; atau _
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. '

(5) Pengakuan utang pajak secara fidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaar
pembayaran dan pemohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Fasal 53

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih fagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Repala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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(3) Tatacara penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah, _ : : :

: - BABXIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Fasal 54

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan pajak
setinggi-tingginya 50% dari pokok pajak.

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
* sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah.

BAB XV
BAGIHASIL PAJAK DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Pajak

~ Pasal G5

(1} Bagi hasil penerimaan Pajak Daerah diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan
sebagal berikut ;
a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen)

b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemmotor dan diserahkan kepada
Rabupaten/Kota sebesar 70% (tujub puluh persen) :-

c. hasil penerimzan Pajak Air Permukaan yang melalui beberapa - daerah

~ kabupaten/kota diserahkan 50% (lima pufuh persen), kecuali apabila sumber Air

Permukaan bukan lintas kabupatenskota, maka bagi hasil kepada Kabupaten/Kota
bersangkutan diserahkan sebesar 80% (defapan puluh persen).

(2} Tata cata pemberian bagi hasil dengan Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
Bagian Kedua
Insentif Pemungutan
Pasal 56 -
- (1) Insentif pemungutan diberikan kepada-instansi yang mélaksanakan pemungutan pajak
. daerah berdasarkan kinerja tertentu dengan besaran 3 % {tiga persen) dari rencana

penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.

(2) Tata cara pemberian insentif pajak daerah dan penilaian kinerja instansi pemungutan
iebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 57

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui
- atau diberitakan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya,
unfuk menjalankan peraturan perundang-undangan perapajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana ayat (1)berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh
kepala daerah untuk membantu dalam petaksanaan ketentuan perauran perundang-
undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagal saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilar, : : : .

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah
yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pthak yang ditunjuk. =~

{5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas
pemintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata,
Gubemur dapat memberikan .izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada

. ayat (1}, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan ketsrangan Wajib Fajak yang ada padanya. '

{8) Permintaan hakim éebagaimané dimaksud pada ayat {(2) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama fergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

.. BAB XVl
- PENYIDIKAN

Pasal 58

(1} Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus. sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana df bidang
perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. :

(2} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : _

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti katerangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; .

b. meneliti, ‘mencar dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah ; _ _ _

¢. meminta keterangan dar bahan bukti dari orang pribadt atau badan, senubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
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(3)

T @

~d.- memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

e. melakukan penggeledahan uniuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen [ain sera melakukan penyitaan terbadap bahan bukti
tersebut ;

 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah ;
menyuruh berhenti dan/atau me!arang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang :
dartfatau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
. atau saksi;
k. menghentikan penyidikan ; '
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di.
bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimutainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang- Undang Hukum Acara F‘ldana

BAE XVII
KETENTUAN PIDANA

e CAEALRE

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidaik menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling hanyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

" Pasal 60

Tincak pidana di bidang perpajakan daerzh tidak dituntut setelah melampaui jangka wakty 5

(lima} tahun sejak saat ferutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya
Tahun Pajak yang bersangkutan.

(1)

(@)

Fasai' 61

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya

-tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
.ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu} tahun dan

pidana denda paling banyak Rp, 4.000.000,00 {(empat juta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menysbabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2}

- dipidana dengan pidana kurungan paling l[ama 2 {dua) tahun dan pidana denda paling

~ banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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(3) Penuntutan ierhadap tindak 'pidar_la sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2},
. hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4}, Tuntutan .p.idana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib
pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. e

(5) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan
penerimaan negara. : :

BAB XIX )
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 62

(1) Terhadap Pajak Daerah yang térﬁ_ta‘ﬁé_'ﬁalam fnaéa pajak yang berakhir sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Dacrah yang
berlaku sebelum peraturan ini.

(2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluatkan, maka
- peraturan pelaksanaan yvang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

(1} Pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 avat (1) dalam peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2013 '

() Kétentuan petunjﬂk palaksanaan'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Daerah sebeium tanggal pemberlakuan. . '

Pasal 64

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000
tentang Pajak Alat Angkutan di atas Air, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Bea
Ballk Nama Alat Angkutan di atas Air, Peraturan Daerah Nomeor 13 Tahun 2002 tentang Pajak
Kendaraan Bermmotor, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bea Balk Nama
Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dan. Peraiuran Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan
fidak berlaku. =~ g
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Fasal 66

Peraturan Daerah int mulai berlaku pada fanggal diundangkan.
-Agar sefiap crang ‘mengdetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penerpatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkandi  Pekanbaru
pada tanggal 5 Degember 2011

/ GUBERNU RiA/U7‘T,

Diundangkan di  Pekanbaruy
padatanggal 5 Desember 2011

‘f SEKRETARIS DAERAH PROVINSI Rlﬂy

-

-NIP. 18530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR g
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PENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR: TAHLUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

UMUM

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republk Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah
kabupaten dan kota. Tiap-tiapdaerah fersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur
dan mengurug sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan
kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia
Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu  perwujudan kenegaraan,
ditegaskan bahwa pengmpatan behan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-tndang. Dengan demlklan pemungutan

. Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi distur dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dagrah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. Sesuai dengan Undang-
Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak,
yaitu 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabhupaten/Kota. Selain itu,
Kabupaten/Kota juga masih dibert kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak [ain
sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang- Undang
tersebut juga mengatur farif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebit.

Hasil penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatii kecil
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi daerah
Kabupaten/Kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alckasi dari pusat.
Dalam banyak hal, dana alckasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup
seluruh "kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk
mengenakan pungutan baru vang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan
Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupt kekurangan
kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang
hampir tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh
karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditefapkan oleh Daerah memberikan
dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Dagrah yang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan
merintangl ans barang dan jasa antar daerah.

Untuk daerah mensl, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah

memberikan sumbangan yang besar terhadap AFPBD. Namun, karena fidak adanya

kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif Pajak, Provinsi tidak dapat menyesuaikan

penerimaan pajaknya. Dengan demikian, katergantungan P -ovinsi terhadap dana a[okasr
darf pusat mamh tetap tinggi. .

Pada dasarnya kecendrungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak
sesuai. dengan keterntuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan
kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan
terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak. Undang-Undang memberikan
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kewenangan  kepada Pemerintah untuk membatalkan setia';':n Peraturan Daerah .yang
bertentangan dengan Undang-tndang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang
mengatur. Pajak dalam jangka weaktu 15 (ima bejas) bar kerja sejak ditetapkan harus

. disampaikan kepada Pemerintah, Dalam jangka wakiu 30 (tiga puluh} hari kerja,.

Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak.Dalam
kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan
secara efekiif. Banyak Daerah yang fidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada -
Pemerintah dan beberapa Daerah masiti tetap memberlakukan Peraturan Daersh yang
telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-
Undang yang ada fidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan
tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung
dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

. Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan

otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semnakin besar kepada Daerah dalam
penyelenggaraan pemetintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti
‘dengan pemberian kewenangan yang besar puola dalam perpajakan.. Basis pajak .
Kabupaten dan Kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan Provinsi dalam
penefapan. tarf pajaknya mengakibatkan Daerah selaly mengalami kesulitan untuk
mementuhi . kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar
ferhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan
akuntabilitas Daerah. Pemierintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan
anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran
Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak. '

Untulkk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Dasrah:
seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Berkaitan dengan
pemberian kewenangan tersebut, sesiai dengan Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
perivasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperiuas basis Pajak
Dasrah dan memberikan kewenangan képada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai:déngan prinsip pajak yang baik, Pajak
tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu
lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-imper. Perluasan basis Pajak
- Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan Pajak
Pusat dan menambah jenis Pajak bary, Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan
untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas

hingga mencakup kendaraan Pemefintah. =~

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindar
penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara
berlebthan, Daerah hanya dibeii kewenangan untuk menetapkan tarf pajak daiam batas
maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain ftu, untuk menghindari
perang tarif pajak antar daerah untuk ohjek pajak yang mudah bergerak, seperti
kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk
Pajak I{Eﬂﬂaraanaermﬂtgn . I o T Rt S L W Al RN & . .

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat
untuk memindahkan kendaraannya ke daerzh lain yang beban pajaknya {ebih Tendah.
Oleh karena itu; dalam Undang-Undang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar
pengenaan Pajak Kendaraan Bemotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih
ditetapkan seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan
pertimbangan tertentu, “Menteri “Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan
penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermoter kepada Daerah. Selain it kebijakan tarif Pajak,
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" Kendaraan Befmc:tor juga diarahkan untuk mengur&ngi tingkat kemacetan di daerah

il

perkotaan .dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menetapkan tarf pajak
progresif untuk kepemilikan Kendaraan kedua dan seterusnya Untuk meningkatkan
akuntabilitas pengenaan pungutan dalam Undang~Undang in! sebagian hasil penerimaan -
Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut.

- Pajak Kendarzan Bermmnotor sebagian dizlokasikan unfuk pembangunan danfatau -

pemeilharaan ialan serta: peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Dengan periuasan basis pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam
penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang
ditetapkan dalam Undang-Undang.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektwltas pengawasan punguian Daerah, mekanisme
pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang
Pajak sebelum dilasksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahule dari
Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di-bidang pajak
daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan
dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau
dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Unda'ng-Undang ini, kemampuan Daerah uniuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah
menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya pen.ngkatan basis pajak daerah
dan diskresi dalam penetapan tanf. Di pibak [ain, dengan tidak memberikan kewenangan
kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi
masyarakat dan dunfa usaha yang pada gilirannya dihaiapkan dapat menlngka‘ckan
kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 18/d 6 Cukup jelas

Pasal 7 -
~Ayat (1}
Hurufa ;
Cukupje]as '

Huruf b %

Pajak progresif untuk kepemllikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi
kendaraan reda kurang dar 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau
|Eblh

Contoh :

Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2
(dud), satu kendaraan roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sehagai
kepemlllkan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

Ayat {2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4} _
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Cukup jelas

Pasal 8 s/d 14

Cukup jelas

‘Pasal 15
Avat {4)

Huruf a
- Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

- Huruf ¢ ' .
Hibah adalah pemberian hak atas kendaraan bermotor kepada pihak lain yang
dibuktikan dengan surat hibah,

Pasal 16 s/d 21

Cukup jelas

Pasal 22
 Ayat(h)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat {3)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor dilakukan oleh produsen
danfatau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau
dijual kepada :

1. Lembaga penyaluran antara laih Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Urmum
(8PBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium
dan Minyak Sclar (APMS), Premium Sclar Paclked Dealer (PSPD), Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
(SPBG), yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen
akhir (konsumen langsung) ;

2. Konsumen langsung yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri, maka produsen danfatau
importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor yang digunakan sendiri unfuk kendaraan bemmotomya.

Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengehakan Pajak
Bahan ‘Bakar Kendaraan Benmotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk
usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan ‘Bakar Kendaraan Bermotor dilakikan antar
penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada
lembaga penyaiur danfatau konsumen {angsung, maka yang wajib mengenakan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen
langsung. :

Ayat {4)

Cukup jelas
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Pasal 23 s/d 28 -
Cukup jelas

Pasal 286
Ayat(1) .
cukup jelas. -

- Ayat (2) .
Yang dimaksud rumah tangga adalah, rumah tangga yang tidak berada pada saiu
komplek base camp suatu perusahaan, dan uniuk rumah tangga yarg berada
dalam satu komplek base camp suatu perusahaan termasuk cbjek pajak air
pemukaan. :

‘Pasal 30 s/d 38 Cukup jelas

Pasal 37 : :

Ayat (1) :

Ketentuan ini mengafur tata cara pengenaan pajak, vaitu ditetapkan cleh Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan
oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajﬁk dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberkan
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, -
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan
SPTPD.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya -dengan cara membayar sendir,
diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak vang diber kepetcayaan menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendirt pajak yang terutang tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau
SKPDKEBT yang menjadi sarana penagihan.

- Ayat (2) :
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal] 38 s/d 66
Cukup Jelas
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